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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN STOK JENIS IKAN YANG DILINDUNGI
TERBATAS DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD

FAUNA AND FLORA HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan
jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis
ikan yang tercantum dalam Appendiks II Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora (CITES) berdasarkan ketentuan
peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang
Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau
Jenis Ikan yang Tercantum Appendiks Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora perlu melaksanakan pemeriksaan
stok jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau
jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II
CITES;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang
Laut tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Stok

Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas dan/atau Jenis




Mengingat

9.

Ikan yang Tercantum dalam Appendiks II
Convention on International Trade in Endangered

Species of Wild Fauna and Flora.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang

Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4779);

. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang

Pengesahan Convention On ternational Trade In

Endangered Species of Wild Fauna and Flora;

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis
Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang
tercantum dalam Appendiks Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1880), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan
Pemanfaatan Jenis lkan yang Dilindungi dan/atau
Jenis lkan yang tercantum dalam Appendiks
Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia Nomor 26 /PERMEN-KP/2019
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11 14),

dan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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©. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 62/ PERMEN-KP/2020
tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1665);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
RUANG LAUT TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMERIKSAAN STOK JENIS IKAN YANG DILINDUNGI
TERBATAS DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM
DALAM APPENDIKS II CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF
WILD FAUNA AND FLORA.

Menetapkan petunjuk teknis pemeriksaan stok jenis ikan
yang  dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang
tercantum dalam Appendiks II CITES sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU
sebagai pedoman pelaksanaan verifikasi stok jenis ikan
yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang
tercantum dalam Appendiks II CITES yang telah berada di

fasilitas penampungan yang digunakan oleh pelaku usaha.

Petunjuk teknis pemeriksaan stok jenis ikan yang
dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum
Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam
sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:

a. pendahuluan;
b. tata cara pemeriksaan stok;
c. pelaporan;

d. penutup; dan
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e. format berita acara pemeriksaan stok (sebagaimana

contoh pada Form 2).

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada
anggaran satuan kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan
Sumber Daya Pesisir dan Laut Direktorat Jenderal

Pengelolaan Ruang Laut.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,
ttd.
Salinan gesuai dengan aslinya TB. HAERU RAHAYU
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Lam ‘

A

Hendra Yusran Siry



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN STOK
JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS
DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM
APPENDIKS II CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA
AND FLORA HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM

PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN STOK JENIS IKAN YANG DILINDUNGI
TERBATAS DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD

FAUNA AND FLORA HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah dan keragaman jenis ikan yang tinggi dan
telah dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat dan sumber
devisa negara. Untuk mengantisipasi ancaman kepunahan jenis sumber
daya alam tertentu akibat perdagangan internasional, konvensi
perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar terancam punah
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora/CITES) telah mengatur dan mewajibkan semua negara anggota yang
telah meratifikasi CITES untuk mematuhi ketentuan perdagangan
internasional jenis sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam daftar
Appendiks CITES.

Aspek utama yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dan pelaku usaha
yang melakukan perdagangan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan
yang tercantum dalam Appendiks CITES adalah bersama-sama
menciptakan tertib pemanfaatan dan peredaran Jenis lkan yang dilindungi
dan/atau Appendiks CITES guna menunjang kelestarian dan
ketertelusuran Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES dan
memenuhi ketentuan tentang perdagangan internasional jenis ikan yang
masuk dalam Appendiks I, II, dan III CITES.

1.2. Tyjuan dan Sasaran

a. Tujuan
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Sebagai pedoman pemeriksaan stok jenis ikan yang dilindungi terbatas
dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil
pengambilan dari alam.

b. Sasaran
Pelaku usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri jenis ikan yang
dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam
Appendiks II CITES yang telah memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis
Ikan (SIPJI) Perdagangan Dalam Negeri dan/atau SIPJI Perdagangan
Luar Negeri.

1.3. Indikator Keberhasilan

Output:

Terlaksananya pelayanan pemeriksaan stok jenis ikan yang dilindungi

terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES

hasil pengambilan dari alam yang tersimpan di fasilitas penampungan yang
digunakan oleh pelaku usaha.

Outcome:

Tercapainya penerapan aspek legalitas, keberlanjutan dan ketertelusuran

ekspor jenis ikan dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum

dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam.
1.4. Pengertian

a. Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam
Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora, yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah Jenis
Ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum
internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh,
dan/atau produk turunannya (derivat).

b. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora, yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian
internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di
habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional
spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk Jenis Ikan.

c. Appendiks Il CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis
flora dan fauna termasuk Jenis lkan yang saat ini belum terancam
punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan

internasionalnya tidak dikendalikan.
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. Perlindungan Terbatas adalah perlindungan terhadap jenis ikan yang
dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu,
periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup
tertentu.
. Pengambilan jenis ikan dari alam adalah kegiatan untuk memperoleh
jenis ikan dari alam yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.
Stok adalah sediaan jenis ikan dalam satuan volume tertentu yang telah
berada di fasilitas penampungan yang digunakan oleh pelaku usaha.
. Kuota Pengambilan adalah batas jumlah maksimum jenis ikan yang
dapat diambil dari alam selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
. Ekspor jenis ikan, yang selanjutnya disebut Ekspor adalah kegiatan
membawa, mengirim, atau mengangkut Jenis Ikan dari wilayah Negara
Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
Kuota Ekspor adalah batas jumlah maksimum jenis ikan yang boleh
diekspor selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai
dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut SIPJI
adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan
pemanfaatan satu jenis ikan.
. Pengangkutan Jenis lkan adalah kegiatan mengedarkan Jenis Ikan
berupa kegiatan mengumpulkan, membawa, mengangkut, dan/atau
menangani spesimen yang ditangkap atau diambil dari alam atau dari
hasil Pengembangbiakan.
Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut SAJI-
DN adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku
Usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan antar provinsi di
dalam negeri.

. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri, yang selanjutnya disebut SAJI-LN
adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku
Usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan dengan tujuan
ekspor, impor dan re-ekspor.

. Otoritas Keilmuan (Scientific Authority) adalah Lembaga llmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI).

. Otoritas Pengelola (Management Authority) adalah Kementerian Kelautan

dan Perikanan.
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. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas

teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati.

. Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang

konservasi sumber daya ikan.

2. TATA CARA PEMERIKSAAN STOK

2.1 Ketentuan Umum

a.

Pemeriksaan stok jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis
ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari
alam dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

BAP stok jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang
tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam
digunakan sebagai persyaratan bagi pelaku usaha untuk
memperdagangkan jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis
ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari
alam.

Permohonan pemeriksaan stok dilakukan secara daring melalui sistem
aplikasi “eSAJI”.

Pelaku usaha yang telah memiliki SIPJI Perdagangan Dalam Negeri
dan/atau Luar Negeri harus mempunyai akun pada sistem aplikasi
“eSAJI” dengan melakukan registrasi terlebih dahulu untuk dapat

mengakses sistem aplikasi “eSAJI”.

2.2 Persyaratan Pelaku Usaha

2.3

Pelaku usaha yang dapat memohonkan pemeriksaan stok jenis ikan

dilindungi terbatas dan/atau Appendiks II CITES harus memiliki:

a.

b.

SIPJI Perdagangan Dalam Negeri dan/atau SIPJI Perdagangan Luar
Negeri yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan

akun pada sistem aplikasi “eSAJI”.

Asal Perolehan Jenis Ikan

Stok jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang

tercantum dalam Appendiks I CITES yang dapat dimohonkan untuk

diperiksa merupakan hasil pengambilan dari alam sebelum tanggal 31

Desember tahun sebelumnya dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan format sebagaimana terlampir

dalam Form 1

2.4 Mekanisme Permohonan Pemeriksaan Stok
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a. Penyampaian permohonan pemeriksaan oleh pelaku usaha melalui
sistem aplikasi “eSAJI” dilakukan dengan menyampaikan informasi per
Jjenis ikan, yang menerangkan:

1) nama jenis ikan;

2) jumlah jenis ikan;

3) bentuk produk;

4) usulan waktu pemeriksaan;

S) lokasi pemeriksaan; dan

6) rencana tujuan perdagangan (dalam negeri / luar negeri).

b. Permohonan pemeriksaan stok jenis ikan disampaikan paling lambat 3
(tiga) hari kerja sebelum usulan waktu pemeriksaan.

c. Pelaku usaha wajib mengelompokan jenis (spesies) ikan berdasarkan
bentuk produk sebelum dilakukan pemeriksaan stok di fasilitas
penampungan.

d. Pemeriksaan stok dilakukan di hari dan jam kerja.

2.5 Mekanisme Pemeriksaan Stok dan Penerbitan BAP
Pemeriksaan jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan
yang tercantum dalam Appendiks II CITES oleh UPT PSPL dilakukan
dengan ketentuan:

a. Dalam melaksanakan pemeriksaan stok jenis ikan, Kepala UPT PSPL
dapat membentuk tim.

b. Pemeriksaan dilakukan pada lokasi fasilitas penampungan yang
dimohonkan pelaku usaha pada sistem aplikasi “eSAJI”.

c. Petugas UPT PSPL melakukan:

1) pemeriksaan terhadap jenis, jumlah, bentuk produk dan rencana
tujuan perdagangan sesuai informasi yang disampaikan pelaku
usaha pada sistem aplikasi “eSAJI”.

2) pendokumentasian kegiatan pemeriksaan stok.

3) pencatatan hasil pemeriksaan dalam bentuk BAP yang
ditandatangani petugas UPT PSPL, pelaku usaha dan diketahui oleh
Kepala UPT PSPL.

4) pengarsipan BAP stok, termasuk pengisian Tabel BAP stok,
sebagaimana tertera pada Form 3.

3. PELAPORAN
Pelaporan hasil pemeriksaan stok dilakukan oleh petugas UPT PSPL dan

pelaku usaha dengan ketentuan:
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Petugas UPT PSPL usaha menyampaikan hasil pemeriksaan stok melalui
sistem aplikasi “eSAJI” 1 (satu) minggu setelah dilakukan pemeriksaan stok.
Penyampaian hasil pemeriksaan stok sebagaimana dimaksud pada huruf a
dengan menginput jenis ikan, jumlah dan bentuk produk sesuai informasi
yang tertera dalam BAP, serta mengunggah BAP pada sistem aplikasi
“eSAJI”.

KETENTUAN KHUSUS

1.

Dalam hal jenis ikan Appendiks II CITES sudah tercantum dalam
rekomendasi kuota pemanfaatan jenis ikan yang telah diterbitkan oleh
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku Otoritas [lmiah CITES,
dapat dimanfaatkan sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekomendasi

dimaksud.

. Jenis ikan dilindungi terbatas dan/atau Appendiks II CITES yang tidak

termasuk dalam rekomendasi kuota pemanfaatan jenis ikan sebagaimana
dimaksud pada huruf e, dapat dimanfaatkan sesuai dengan jumlah hasil
pemeriksaan stok.

Permohonan pemeriksaan stok jenis ikan sebagaimana dimaksud pada
huruf e dan huruf f disampaikan pelaku usaha melalui sistem aplikasi
“eSAJI” paling lambat pada tanggal 31 Maret 2021.

Hasil pemeriksaan stok sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan
oleh pelaku usaha melalui sistem aplikasi “eSAJI” paling lambat pada
tanggal 30 April 2021.

Pelaku usaha melaporkan hasil pemeriksaan stok melalui sistem aplikasi
“eSAJI” 1 (satu) minggu setelah dilakukan pemeriksaan stok dan/atau
paling lambat pada tanggal 31 April 2021, dengan menyampaikan informasi
yang tertera dalam BAP dan mengunggah scan dokumen BAP.

Kepala UPT PSPL menyampaikan laporan rekap BAP stok yang telah
dilakukan sampai dengan tanggal 30 April 2021 di wilayah kerjanya kepada
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut c.q. Direktur Konservasi dan

Keanekaragaman Hayati Laut paling lambat pada minggu ke-1 Mei 2021.

PENUTUP

Pemeriksaan stok jenis ikan yang dilindungi terbatas dan /atau jenis ikan

yang tercantum dalam Appendiks II CITES yang dilakukan sebagai langkah

penerapan aspek legalitas, keberlanjutan dan ketertelusuran merupakan tugas

yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai

Otoritas Pengelola CITES. Koordinasi, komitmen dan kerjasama yang baik

antara pelaku usaha dan Pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga
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kelestarian sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk dimanfaatkan
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat di masa sekarang dan masa yang

akan datang.
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Form 1. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM)

KOP PERUSAHAAN

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM)

Nomor Surat: ......ooovvviiii .

Yang bertandatangan di bawah ini,
Pemohon

Nama Perusahaan:

Nomor SIPJI

Alamat

Nomor Telepon/HP

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa stok jenis ikan yang diperiksa merupakan hasil
pengambilan dari alam sebelum 31 Desember tahun sebelumnya, apabila dikemudian hari
ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini
menjadi tidak sah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,
Penanggung jawab

Materai
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FORM 2. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOK

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOK

Nomor: ....

Dasar:  a. Surat Permohonan Pemeriksaan Stok No. ...
b. Surat Perintah Pemeriksaan Stok No. ...

Pada hariini..... tanggal ..... bulan .... tahun 20.... bertempatdi ........... , kami yang bertanda
tangan di bawah ini:
1 Nama
NIP
Jabatan

2 Nama
NIP
Jabatan

menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan stok terhadap:
Nama Perusahaan
Alamat

dengan hasil sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara Pemeriksaan stok ini dibuat dengan sebenar-benamya, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemeriksa

Mengetahuii,
Perwakilan Perusahaan Kepala Balai/Loka




Form 3. TABEL LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOK

Tabel BAP Stok :

No. [poringgal | Namadens | Namalstin g ek | o vn | Tamn. | Kuow | Kuot
satuan lainnya
;
2
3
4
5
6
dst.
Jumlah Total
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,
Salinan sesuai dengan aslinya ttd.

Sekretaris Direktorat Jggderal ur,

Pengelolaan Ruang m&,

%/j,@

Hendra Yusran Siry

TB. HAERU RAHAYU




